Menimbang

Menimbang

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMAS] BIROKRAS] PEMERINTAH

d.

KABUFATEN TABALONG TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk menindakianjuti ketentuan Pasal 3A
Peraturan Menten Pendayapunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Koad
Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024, maka perlu menyesuaikan Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun
2023-2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Tabalong 2023-2024;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9}, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il Tanah Laut, Daerah Tingkat [1 Tapin dan Daerah Tingkat 11
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1939 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengeantti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kena Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041),

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendavagunaan  Aparatur  Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi
Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 20132 tentang Pedoman
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Relormasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Bircokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2019
teniang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomer 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
[Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomaor
05, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Rabupaten Tabalomg Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dacerah Kabupaten Tabalong
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor €9 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN
2023-2024.,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah secbagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.
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10.

11.

12.
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Bupati adalah Bupati Tabalong,
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabalong,
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerash dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan vang
menjadi kewenangan Daerah,
Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi
hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah
bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan vang
ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk vang berisi arah
kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-
2025.
Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi
Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap
5 (lima) tahun sckali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi
birokrasi dar satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun
dengan sasaran per tahun yang jelas.
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah vang sclanjutnyva disebut
Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan
vang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Tahun 2020-2024,
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang selanjutnva
disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang
diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek
pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2023-2024.
Relormasi Birokrasi General yang selanjuinya disebut RB General adalah
berbagai kebnjakan percepatan Reformasi Birokrasi untuk mengakselerasi
terwujudnya Birokrasi digital dan kegiatan Reformasi Birokrasi lain yang perlu
dipastikan keberlanjutannya.
Relormasi Burokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah
mengurai dan menjawab akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang
dirasakan langsung oleh masyarakat,

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

a.

h.

sebagai pedoman bagl Perangkat Daerah dalam pelaksanaan percepatan
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
untuk memberikan arahan mengenai penajaman vang ingin dilakukan untuk
mencapai lujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun
2023-2024 yaitu;

a.
b.

=

mempercepatl pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi;
mendapatkan Foad Map Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan
sesuai dengan kebutuhan;

mendapatkan Koad Map Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan
integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dalam
pemerintah  sehingga mendukung akselerasi pencapailan visi dan misi
Pemerintah Daerah yvang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2019-2024; dan

menjadi panduan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tabalong untuk melaksanakan tahapan dalam mencapai tujuan dan sasaran
strategis Reformasi Birokrasi.
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BABII
KEBLIAKAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

(1} Arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari:
a. KRB General; dan
b. RB Tematik.

(2} RB General sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk
mendukung percepatan pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

(3] RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk
memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah.

Pasal 5

Sasaran strategis RB General sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2] sebagai

berikut:

a. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efelktif, lincah, dan
kolaboratif; dan

b. terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara vang
profesional.

Pasal 6

Tema pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
sebagai berikut:

pengentasan kemiskinan;

peningkatan investasi;

digitalisasi administrasi pemerintahan; dan

percepatan prioritas aktual presiden, yaitu peningkatan pengpunaan Produk
Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.

Ap B

Pasal 7

RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan
selama kurun waktu 2 (dua) tahun.

Pasal B

Perangkat Daerah wajib menyusun dan melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi

sebagaimana tercantum dalam Reoad Map yvang dituangkan dalam Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Pasal 9

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1} Agar capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yvang
ditetapkan berjalan dengan baik, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi
secara berkala setiap 6 (enam) bulan berdasarkan rencana aksi yang
ditetapkan.
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(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Inspektorat Daerah dan hasilnya disusun dalam bentuk laporan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Pada saat Peraturan Bupah imi mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 29
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Tabalong Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor

31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 29 Tahun 2020

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaeten Tabalong Tahun
2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tabhun 2021 Nomor 74), dicabut
dan dinyatakan udak berlaku.

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal . | 14 oo

BUPATI TABALONG,

TP

ANANG SYAKHFIANI

Diandangkan d1 'I‘an_u.mg
pada tanggal >

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,
710
HAMIDA MUNAWRAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR -.




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
TERTANG

NOMOR 23 TAHUN 2023

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI]
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2023-2024

BAB I
PENDAHULUAN

11. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah
dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang
semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalul RB yang
berkualitas pada akhimya adalah untuk mempercepat tercapainya
Pembangunan MNasional, khususnya Pembangunan Daerah, Dengan kata lain,
RB merupakan sebuah instrumen alat (fools) dalam rangka percepatan
pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional umumnya,
Pembangunan Daerah khususnya.

Pada akhir periode Grand Design RB Tahun 2010-2025 yang tertuang
dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan
telah menghasilkan birokrasl yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata
kelola pemerintahan (govemance), semakin baik pula hasil pembangunan
(development outcomes). Hal tersebut dapat dilihat dari hasll pembangunan
nyata yang telah dilakukan cleh Pemerintah Kabupaten Tabalong vyang
manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan,
pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada
kesejahteraan rakyat Namun, walaupun pelaksanaan RE felah memasuki
periode Road Map terakhir Grand Design RB Tahun 2010-2025, hasil yang
ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada
proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung
dirasakan masyarakal.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB di Kabupaten Tabalong dapat
dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi
perencanaan, konteks Road Map RE 2020-2024 yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi

(PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, periu peningkatan mengakselerasi tata kelola
1




pemenntahan yang mendorong percapatan pencapaian pembangunan nasional
umumnya dan pembangunan Kabupaten Tabalong kKhususnya, serta
pencapaian daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB
perlu paningkatan agar bisa dirasakan masyarakat, misainya terkait kinerja
konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi
Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan REB sudah dilakukan
secara kolaboratif oleh masing-masing Instansi Pemernntah sehingga periu
peningkatan fokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan
Nasional. Sehingga untuk peningkatan RB periu dilakukan penajaman terhadap
Road Map RB 2020-2024. Penajaman Road Map ini juga untuk membantu
mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dar Road Map RB
2020-2024 adalah sebagal benkut:

1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam Road Map
RB Masional umumnya dan RB daerah khususnya yang sepenuhnya
mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan
pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi,
dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RE.

2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi
Pemerintah (cross culfing issue), sehingga memeriukan sfrategi RB untuk
mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi
Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling
berkontribusi terhadap sasaran sirategis dan tujuan RB.

3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan
sasaran strategis RB dengan penyelesalan terhadap akar masalah melalui
perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu priontas antara |ain
kemiskinan dan investasi.

4) Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (fragmented) khususnya
antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB
yang tidak efeklif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan
dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan
penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikater kinerja yang sejenis.
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1.2

1)

2)

3

Tujuan Penajaman Road Map RB

Tujuan Penajaman Road Map RB Tahun 2020-2024, yaitu:

Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB

Penajaman Road Map RB 2020-2024 bertujuan untuk
mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB
dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian RB pada dua
periocde Road Map RE 2020-2024 sebelum penajaman  menunjukkan
bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat di Pemerintah Daerah.
Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman disusun sebelum munculnya
pandemi dan belum mengakomodir tujuan utama Road Map pada Grand
Design. Melalui penajaman Road Map RB 2020-2024 ini, dapat fokus pada

perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda
Pembangunan Nasional.

Mendapatkan Road Map RE yang lebih komprehensil dan sesuai dengan
kebutuhan.

Fenajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemenntahan
yang dinamis, adaptif, serfa mampu menjawab kebuluhan masyarakal
Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan
umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon
permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan
lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus
menjadl dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB periu
disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan
yang disruptf, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap
tatanan kehidupan masyarakat.

Mendapatkan Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan
orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemenntahan,

Penajaman Road Map RB 2020-2024 dilakukan untuk mengurang
silo (fragmented) antar Instansi Pemerintah. Pelaksanaan RB memerlukan
kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur

pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerianflembaga yang menjadi
koordinator pangampu (leading inshfution) pelaksanaan HE juga periu




didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik,
berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut,
melalui panajaman Road Map RB 2020-2024, seluruh Instansi Pemerintah
diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian
tujuan Pembangunan Nasional.

3.  lIsu Strategis

REB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada
tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024 Isu-
isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman Road Map
RB.

1.3.1.  lsu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi
di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu
strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah [lain
jika fidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan
dengan pelaksanaan REB adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus
berorientasi hasil, Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat
berbagal peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB.
Peran yang silo menjadl tantangan dalam perencanaan dan
pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena ilu  unluk
meningkatkan efeklivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi
dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting) dan strategi
pelaksanaan RB.

2) Transformasi Digital yang Optimal
Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung
kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden
Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistermn Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan
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3)

evaluasi SPBE telah dilaksanakan, komitmen pimpinan di pemerintah
daerah menjadikan SFBE sebagai prioritas dan perencanaan dan
integrasi sistem yang dibangun pemerintah daerah perlu ditingkatkan.
Oleh karena itu diperlukan penguatan dan peningkatan implementasi
SPBE secara berkelanjutan

Penyederhanaan Strukiur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum
tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses
yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan
jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi.
Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara
mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan
menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang
sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang
sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada
hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan
dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung
pencapaian fujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan
sistem kerja tersebul, Menteri PANRE telah menetapkan Peraturan
Menteri PANREB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah
ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah
diminta untuk segera menvesuaikan sistem keranya melalui
penyempumaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang
berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan
pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat
ditugaskan secara flexible, changeable, dan moveable, dengan
pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam
kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan
organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut
untuk mampu berkinerja lebin optimal sesuai dengan kompetensinya,




1)

4)

3

dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga
dapat dimanfaatkan di luar unit crganisasi.

Peningkatan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan

Peningkatan Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan
masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dar masih adanya
temuan penyimpangan. Kelemahan system pengawasan mendorong
terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu,
perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

Feningkatan Implementasi Budaya Birokrasi BerAKHLAK

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur
Sipll Negara (ASN) yang menyederhanakan nilal-nilai dasar ASN yang
terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang
ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya
integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebul
dapal menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku
menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan
pengungkit. Sosialisasi dan peningkatan internalisasi nilai BerAKHLAK
di seluruh Perangkat Daerah, sehingga pemahaman makna nilai
BerAKHLAK dapat merata pada ASN di seluruh perangkat daerah,
Oleh karena itu, dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai
BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

1.3.2. |su Strateqgis di Tingkat Hilir

lsu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di

masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional Isu

strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu
strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu sirategis hilir yang berkaitan
dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berkut:

Peningkatan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan
Pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengerahkan sumber daya
anggaran yang cukup besar unfuk melaksanakan berbagai program




2)

3)

pengentasan kemiskinan dengan. Adapun ftotal Anggaran pada
Program Kemiskinan mulai Tahun 2022 mencapai Rp. 507.588.507.468
dengan total 30 Program yang tersebar pada 16 perangkat daerah.
Dengan penurunan angka kemiskinan 0,4% dari 6. 27% (2021) menjadi
5.87% (2022)

Selain sumber daya anggaran yang besar, program
pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang
memillki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus
kegiatannya. kolaborasi utuh dalam langkah sirategis yang utuh.
Peningkatan kualitas tata kelola lintas instansi sejalan dengan capaian
RE dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

Tantangan resesj giobal dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis
pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara
membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh
keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada
nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah
satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah
perizinan berusaha dan berinvestasi. Kemudahan izin berusaha dan
berinvestasi di Kabupaten Tabalong ditingkatkan.

Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang fidak terpradiksi dan berciri
VUCA (Volafility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuntut seluruh
sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptive,
dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga
menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh

sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi




L4,

adminisirasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang
lebih cepat dan mudah.
4) Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu
negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak
terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-
harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku
bunga. Dampak jangka panjang dar inflasi adalah adanya polensi
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan
peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka
kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perdu memprioritaskan untuk
menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang
kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Dasar Pelaksanaan
Dalam penyusunan road map reformasi birokrasi Kabupaten Tabalong

perlu memperhatikan beberapa peraturan antara lain, sebagai berikut

1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur MNegara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map
Reformasi Birokrasi Pemenntah Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Momor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2020 tentang Read Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
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GAMBARAN BIROKRAS| KABUPATEN TABALONG

Pelaksanaan REB telah memasuki iga penode Road Map RB ssjak
Grand Design RB Tahun 2010-2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah
dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulal darl penyederhanaan
birokrasi, penyetaraan Jabatan, pengembangan arsitektur SPBE yang
terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APEBD),
sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mall pelayanan publik.
Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Pemerintah
Daerah yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari Grand Design RB Tahun
2010-2025. Beberapa capaian darl pelaksanaan RB sampai akhir tahun 2024
adalah sebagai berikut:
1) Penyederhanaan Birokrasi Dua Level
Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan
penyesuaian sistem kerja dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi
lebih cepal, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan.
Terdapat 245 jabatan administrasi pada 31 Perangkat Daerah yang telah
disederhanakan dan dialihkan ke Jabalan Fungsional, setelah melalui
proses  pengusulan dan pemberian pertimbangan tertulis  untuk
penyederhanaan birokrasi

Z) Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Ternntegrasi

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan
yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang
berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan
komunikasl kepada pengguna layanan. Terdapat 31 Perangkat Daerah
yang telah melaksanakan Sistem Tata Kelola melalui elekironik, yang
diwujudkan dengan penilaian tingkat kematangan SPBE dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan predikat
“baik” (2 dari skala 0-5).

3) Efisiensi APBN/APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)
SAKIP merupakan manajemen Kinerja sektor publik yang

memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem




penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan
keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah.

4) Penguatan Pengawasan Melalui pembangunan Zona Integritas

Unit kerja yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dar
KorupsiWilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBEBM) adalah unit
kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk
membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan
pelayanan publik yang prima. Pemerintah Kabupaten Tabalong berusaha
mewujudkan Wilayah Bebas dar KorupsiWilayah Birckrasi Bersih dan
Melayani (WBK/\WBEBM).

3) Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik
(MPP)

MPP merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu
tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah
daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD). MPP bertujuan wuntuk meningkatkan
kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan
pelayanan.

Selain itu, progres capaian RB juga dapat dilihat melalul Indeks RB.
Indeks RE menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam
mencipiakan birokrasi yang berkualitas. Pada Tabel 2 1. disajikan nilai Indeks
RB selama tiga tahun terakhir. Secara umum, nilai Indeks RB Kabupaten
Tabalong terakhir cenderung meningkat dengan capaian sebagai barikut :
Tabel 2.1, Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabalong

| 2020 2021 2022
|

53,62 56,06 58,10

Berkaitan dengan capaian pembangunan daerah, pelaksanaan RB juga

diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah utama yang terjadi
pada masyarakat, seperti: pengentasan kemiskinan, penguatan usaha mikro
kecil menengah (UMKM) dan pariwisata, peningkatan investasi, serla isu-isu
strategis lainnya. Berdasarkan data dari BPS, persentase angka kemiskinan di
Kabupaten Tabalong dalam tujuh tahun terakhir terus menurun sebagaimana
terlihat pada gambar berikut
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Tabel 1.2. Angka Kemiskinan di Kabupaten Tabalong dalam tujuh

TahunTerakhir
2015 2018 2017 | 2018 2018 2020 2021 2022
6.55 6,35 8.08 i' 5,05 6,01 5,72 _E.:!? 587

Sumber: Badan Pusat Statistik
Mengacu pada gambar di atas, angka kemiskinan di Kabupaten
Tabalong dalam kurun waktu 7 tahun mengalami penurunan. Meskipun pada
tahun 2020 & 2021 terjadi peningkatan angka kemiskinan yang dikarenakan

adanya Pandemi Covid-19, namun pada tahun 2022 Kabupaten Tabalong
sudah mulai bangkit lagi sehingga angka kemiskinan mulai turun lagi,

1



BAEB IlI
AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

LY.  Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Road Map RB 2023-2024 ini adalah tujuan, sasaran, dan indikatornya
agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Daerah, serta leblh
mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas
K.abupaten Tabalong .

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu
tata Kelola pemerintashan yang berkontribusi signifikan dalam capaian
Pembangunan Daerah, adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, peningkatan
kualitas pelayanan publik. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu
tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah,
kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi
kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

Gambaran fokus tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road Map RB
2020-2024 seteiah dibandingkan dengan Road Map RE 2020-2024 sebelum
dillustrasikan dalam gambar 2.1 berikut.
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Gambar 3. 1 Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB
Sumber - Kemenpan RB
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lL1.1. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan Road Map RB 2020-2024 setelah adalah "Birokrasi yang
bersih, efeklif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan
pelayanan publik”. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu
utama BB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah
terkait dampak dan konfribusi RE pada Pembangunan WNasional,
peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih
dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding
dengan negara lainnya.

liL1.2. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Pada Road Map RB 2023-2024 sasaran strategis RB
disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek hard element adalah
bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang
lerkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja,
strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemenntahan dan aspek soft
element berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya
manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagal benkut
1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan

kolaboratif sebagai aspek hard element Sasaran ini berkaitan
dengan tata kelola pemerintahan (govermnance) yang mampu
mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui
penciptaaan hasil'ldampak yang nyala bagi masyarakat dan
pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk salalu bersinergi
dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan
strategis yang bercii VUCA (Volalility, Uncertainty, Complexily,
Ambiguity). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola
pemerntahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan
komunikasi sebagal instrumen utama dalam proses internal tata
Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang
berkualitas.
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2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang
profesional sebagal aspek soft element. Sasaran inl  berkaitan
dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi
pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adapfif, dan
kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan
publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASMN yang
memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya
saing yang tinggi.

2. Kegiatan Utama

Pada Road Map RB 2020-2024 kegiatan yang dilakukan diarahkan
pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan dengan
delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen
Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata
laksana, Penataan SDOM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan
Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map RB
2023-2024 kegiatan RB fidak akan dikaitkandengan delapan area perubahan
melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan
(acceleration). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yangdimaksudkan untuk
mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan- kegiatan RB lain
yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang periu dipastikan
keberlanjutannya.

.3. Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Ekspektasi Presiden, masyarakal, dan dunia usaha atas pelaksanaan
RE adalah menciptakan hasilldampak yang dapat dirasakan secara nyata,
cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan
tidak hanya mempercepat penyelesalan isu hulu, yaitu masalah-masalah tata
kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu
masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda
pricritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebul, Road Map RBE 2023-
2024 mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus
14



yang disebut dengan “double frack”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang
disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut
dengan KB Tematik.

1.4, Ukuran Keberhasilan atau Indikator Reformasi Birokrasi

Ukuran keberhasilan atau indikator RB dilakukan dengan menetapkan
ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran
strategis RB serta menyinergikan beberapa indikator yang berinsan.

Untuk menunjukkan efektivitas RB dalam mengungkit Pembangunan
Nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka ditentukaniah
indikator tujuan yang berkualitas dampak (impact) yaitu terkait peningkatan
capaian beberapa indikator Pembangunan Nasional dan daya saing global, dan
indikator sasaran yang berkualitas hasil (oulcomes) yaitu terkait hasil
(outcomeas) darn perbaikan tata kelola pemerintahan {govermance) pada tingkat
intermediale oufcomes dan immediale oulcomes pada aspek-aspek kunci
birokrasi. Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling
reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan
sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Penajaman
indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan
penyederhanaan berbagal ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya
duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong
ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang rgid. Sehingga Indikator RB
dapat memenuhi indikator yang spesific, measurable, achievable, relevant, and
time-bound (SMART) dan berorientasi pada hasil (oufcome).

Beberapa permasalahan terkait implementasi indikator RE adalah
sebagal berikut:

1) Belum terdapat peta keterkaitan antar komponen indikator indeks,

2)  Masih terdapat redudans! atau duplikasi antar komponen indikator indeks;

3) Komponen indikator indeks masih banyak berfokus pada proses yang
rigid;
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4) Metode pengumpulan data indikator indeks kepada masing-masing
pemerintah daerah menggunakan metode self assessment dengan
aplikasi masing-masing yang waktunya bersamaan,

Metode penyampaian informasi hasil kepada masing-masing instansi yang

dinilal balum terstandar.

3)

Sinergi, integrasi, dan penyederhanaan indikator dilakukan dengan
menganalisis komponen-komponen indikator indeks antara lain  terkait
beberapa hal, yaitu: 1) relevansinya dengan hasil yang akan diukur, 2) tidak
fokus pada proses letapi pada hasil, 3) penyederhanaan pengukuran, 4)
sinergifintegrasi komponen yang memiliki kesamaan atau insan. Pelaksanaan
penyederhanaan, sinergl, dan integrasi dilakukan oleh Perangkat Daerah
pengampu indikator dengan melibatkan Kementerian PANRE.

Tabel 3. 1 Penggunaan Indikator Hasil Antara Road Map RB dan Road Map RB

Indikator Hasil Antara Dalam Road Map RB
Paman dalam Road Map RB “:1':':;'321 2023-2024
Manajemen | 1. Indeks Belum tersadia | Indikator 1 bidak
Perubahan Kepemimpinan dilanjutikan
Perubahan
Penataan 2. Indeks Reformasi Sudah | Indikator 2 dan 3
Paraturan Hukum tersedia dilanjutkan, disinergikan,
Perundangan/ | 3. Indeks Kualitas dan disederhanakan,
! Deragulasi Kebijakan untuk mengukur
 Kebijaka
Penataan 4. Indeks | Belum tersedia | Dilanjulkan dan
Organisasi / Kelembagaan disinergikan dengan
Kelembagaan Indikator 5
Panataan 5. Indeks SPBE Indikator 5s.d | Indikatar 5 dilanjutkan
Tatalaksana |6. Indeks Pengawasan | 8 sudah Indikator 6=.d 8
Kearsipan tersedia dilanjutkan,
7. Indeks Pengelolaan disaderhanakan dan
Keuangan disinergikan ke dengan
8. Indeks Pengelolaan Indikator 5
Aset
9. Indeks Indikator 9 Indikator 9 tidak
Peamerintahan belum tersedia | dilanjutkan
Daerah
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Area

Indikator Hasil Antara

Hondisi

Parubahan dalam Road Map RB sampai 2021 2023-2024
Sistem 10. Indeks Indikator 10 Indikator 10 5.d 12
Manajamean Profesionalitas ASN | 5.d 12 sudah | disinergikan ke dalam
Sumber Daya | 11. Indeks Sistem Merit | tersedia Indikator 11
Manusia 12. Indeks Tata Kelola .
Manajemen ASN
Penguatan 13. Nitai SAKIP Indikator 13 Indikator 13 dan 14
Akuntabiltas | 14. Indeks dan 14 sudah | dilanjutkan, disinergikan, |
Perancanaan lersadia disederhanakan
Pembangunan I
Pengawasan 15. Maturitas SPIP Indikator 15-12 | Indikator 15 dilanjutikan,
sudah tersedia | disinergikan dengan
Indikator 13 dan 14
16. Kapabilitazs APIP Indikator 16 disinergikan
{LACM) dengan Indikator 15
17. Opini BPK Indikator 17 dilanjutkan
dan ditambahkan tindak
lanjut rekomeandasi hasi
audit
18, Indeks Tata Kelola Indikator 18 dilanjutkan,
Pengadaan Barang disederhanakan,
B Jasa disinergikan dengan
Indikator 5
19, Indeks Persepsi Indikator 19 digantikan
Anti Korupsi dengan Nilai hasil Survei
Penilaian Integritas
Pelayanan 20. Indeks Pelayanan | Indikator 20-22 | Indikator 20 dan 21
Publik Publik sudah tersedia | dilanjutkan, disinergikan

21. Tingkat Kepatuhan
Terhadap Standar
Pelayanan Publik

22. Burvel Kepuasan
Masyarakat

Sumber | Kemanteran PANRB

Indikator 22 dilanjutkan,
disempurnakan
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lL5.

Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Kegiatan utama perlu didukung dengan anggaran Pemerintah Daerah,
Sehingga perlu menetapkan proritas keglatan utama untuk menetapkan
kegiatan utama yang perlu seqgera dilakukan.

Tabel 3.2  Penetapan Prioritas Kegiatan Utama
Mandat Timghat Waktu Skala
Sasaran {fmymediafe : RB Keparahan Prioritas
M. n J Hegiatan Utama Gunaral | fim s {Mendesak (Total
Nasianal | _ i Rendah) ; Skar)
55.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintatan Digital yang Lincah, Kolaboratil, dan Akuniabel
51 | Tenmplemantasikanny Fenysderhansan 10 2 2 14
8 Kebiakan Birckrasi
Penyedeshanasn (Penyedarhanaan
Birokrasi Struktur
Organisasi)/
transformasi
afganisas
barbasis kinarja
dan agili
52 | Termplemenigsikenny | Pelaksanaan i [4] 7 7 24
a kebigakan sisterm Sestern Kerja Baru
kerja bar dengan dEngan mindel
model flesibal bag| fieksibel bagi
pegswal ASN Pegawal ASN
5.3 | Ternmplementasianmy Pelaksanaan 10 B [ 26
@ Kabijakan Arsiektur Arsitektur SFBE
SPEE —
54 | Tenmplementasikanny | Pelaksanaan 10 =] B ar
@ Sistern Pefencanaan, | Sistam
Penganggaran dan Akuritabilitas
Informast Kineria yvang Kinerja Instans:
Tenntegrasi, Berbasis Pemesnintah yang
Teknologi Informasi termiegrasi
yang Mendorong
Peningkatan
Akuriabllitas Kinenjs
fratans: Pemerintah
85 | Terbangunnya Pelaksanaan 10 2 3 15
Palayanan Pukbik Pelayanan Publik
Digita (Dbt Digitat
Senices)
S8 | Meningkatnya Kualitas | Pembangunan 10 B 10 28
Pangawasan Zona Integritas di
wnit kerja
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Mandat Tingkat Wikt Skala
Sasaran (Immediate REB Heparahan Prioritas
e Outcama) Hapaanitent | Gl | Deglaiti """:""“" {Total
Masional i Rendak) Siwar)
Panguatan 10 z 3 15
impharmaniasi
sisterm
pangendalian
intern pemerintah
(BPIF)
Penguatan 10 i 3 14
Pengalolasn
Pengaduan
Masyarakat
Perguatan Upaya 10 - ] 21
Pencegahan
Korupsi
87T | Meningkatnya Mualites | Pelaksansan Tats 10 7 £ 26
Kebijahan dan Reguissi | Kelola Kabiakan
Publik
Pelaksanasn 10 ] a 25
Pamientukan
Perzturan
Perundangan-
undangan
58 | Menmgkatrya kualitas | Pelaksanaan 10 2 3 15
pangeicalaan arsip Arsep Digital
pltri satislh | poaksanseniets | 10 4 5 18
Sladistik Sekioml
58 | Menngkatknya kushtas | Penguatan 10 4 B 20
pengadaan barang dan | Pengadaan
jasa pamefintah, Barang dan Jesa
pengelolaan kevangan | Pemernintah
i Penguatan 10 1 1 12
Pengelalaan
Heuangan dan
Asel
55.2: Budaya Birokras! BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional
81 | Terwujudnya Pemataan Jabatan 10 3 8 aH
percepatan Fungsional
transformasi jabatan
fungssonal
52 | Tersslenggaranys Penguatan 10 4 8 22
manajamen talents ManE]emen
ASN yang efeklif dan Talenta ASH
afisan
53 | Terauwudnys .
percepatan .
persngkatan kapasitas
pegEnal ASN
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Blandai Tingkat Wakt Skala
Sasaran {fmmeadlate RB Keparahan Priorilas
Ho. Men
Outcarms) Fogiatmn Uteme | o enl | il | 1 """““ (Total
Masional | Rendah) Skor)
54 | Terwujudnya rekntmen | -
pegawai ASN yang
efekli dan efisien
55 | Terwujudnya -
parcspaian
ransformasi digital
rnaermen ASN
56 | Terwujudrya sislem Pangelolaan 10 3 T 20
kesajahteraan ASN Einerja Fegawa
yang adil, ievak, dan ASN
berbass kinerja
57 | Memnngikatma Penguatan Sistem 10 F & 20
kapatihan tarhadap Mgrd
sesbem merl dan sisiem
Pelaksanaan 1] 1 8 19
menajeEmean ASN Core Values ASN i
Palaksanaan 10 - a 4
Palayanan Publik
Prirma
liL6. Target Kinerja Reformasi Birokrasi s.d 2024

Kinerja Pelaksanaan RB dicerminkan dengan pencapaian target kinerja

sesual dengan jenjang kinerja, Target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan

dan sasaran strategis RB sampai tahun 2024 dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 3 Target Kinerja Tujuan RB
No. T“i“‘;u“;; 2020- | ndikator Tujuan | Baseline 2022 | Target 2024
1. | Terwujudnya | Capaian Indeks 55,06 B2
birokrasi yang Reformasi Birokrasi
bersih, elektif dan | Pemerintah Daerah
berdaya saing
mendorong
pambangunan
nasican! dan
pelayanan publik
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Mo.

| Tujuan RB 2020-

2024

Indikator Tujuan

Baseline 2022

Target 2024

Capaian Indikator
Kinerja
Pembangunan:
a. Angka
Kemiskinan
b. Periumbuhan
Invesiasi
¢. Pengendahan
Tingkat Inflasi
d. Penggunaan
Produk Dalam
Megeri

587
19,40%
5.01%

76,42%

5,55

B.30%
3.86%

82%

Tabel 3. 4

Target Kinerja Sasaran Strategis RB

‘Sasaran Strategis | Indikator Sasaran

RB 2020-2024

| Strategis

Basalina 2022

Target 2024

Terciptanya tata
kelola
pamenntahan
digital yang lincah,
kolaboratif, dan
akuntabal

Indeks SFBE

2.0

4

Capaian
Akuntabilitas
Kinerja

Nilai SAKIF)

S0

Capaian
Akuntabilitas
Keuangan

= Opini BPK

80.01

WTP

WTP

Terciptanya
Budaya Birokrasi
BerAKHLAK
dengan ASN yang
Profesional

Nilai Survai

Nilai Survei Indeks
BerAKHLAK

Employer Branding |

N/A

61,9

65

Milal Surved
Penilaian Integritas

T8.57

Nilai Survai
Kepuasan

Masyarakal

89 59

80

80,16
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Tabel 3.5

Tingkat

Target Kinerja Kegiatan Utama RB

Berokras: Implenenias % o % Organisass | Perangkat
{Penyederhanaan Daerah
Strubtur Birokrasi

Qvgangag)/

iransformasi

ﬁ'ﬂlﬂlﬂdl_

berasis kinarja

dan agile == — _ _

2 | Peigksanaan Tinakal 1] 25% | 35% | BO% | 100% Bagan Saluruh
Sistem Kerja Band | Implementasi Drganisasi | Peranghkat
dengan modal Sistern kerja Barn Daerah
Mgl hagi dan Fleksibilitas
Pegawai AGN Barkerja Fagawai

3 | Pelaksanaan Indeks SPBE 2,00 a 4 37 | 371 | Diskomanio Seluruh
Arsdekiur SPBE Paranghkat
Masianal Daerah

Tirggkat 0% | 100% | 100% Digkomindo Seluruh
Impdementasi Perangkat
inisiatif Strafeq| Daeraihn
Arsileicher SPHE

4 | Pelaksanaan indeks n Bappeda Seturuh
Sistam Parancanaan Lithang Parangkat
Alcuntabilites Pembangunan Diperah
Kinerja Instans
Pemanntah yang | Nilai SAKIP B58.37 | 70.01|80,01 Bappeda Seduruh
berintegras| Lithang, Perangkat

Bag. Dasrah
Inspektarat

5 | Pataksanaan Tingkat o 200% | 40% DPMPTSP Seurul
Palayanan Publik  |Implemeantasi Perangkat
Digital (khusus Hebiakan Diaerah
Pamarintah Transfarmas terkeait
Daerah) Digital MPP o

G |Pembangunan Tingkat ] 1 2 1 2 Inspekiorat Geuruh
Zona Imtegritas di | keberhasilan Perangkat

_funitkena _____|pembangunan 21 Daerah

7 | Penguatsn Tingkat Maturilas 3 3 3 3 3 inspakiorat Sayrish
irmplementas: SPIP Perangkat
sist@m Daerah
pengendalisn 2
{EFIP)

8 | Penguatan Tingkat Tmndak 82% | 100% | 100%| 1009 | 100% | Diskominfo | Sehuruh
Pangelolaan Lanpd Pengaduan Paranghkat
Pengaduan Masyarakat Daerah
Masyarak (LAPOR)

8 | Penguatan Upaya |Suniet Penilaian | TEST | B B2 75 BO | Inspekiorat Belurih
Pencegahan Integritas (SP1)

Kamnupsi Daerah
Indeks Lipaya w258 | 93 a4 Q ] Ispakioral Seluruh
Korups: Diserah Daerah
(M MCF)

10| Pelaksanaan Tata |ndeks Kualitzs 4248 | 45 E5 e o Bag. Seluruh
Kelola Kebijakan | Kebijakan Hukurm Peranghat
Publik Dasrah
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11| Pe

53,85

50,01

Seluruh

PambeniLikan Hukum Hm Paranghkat
Paraturan Craerah
Perundangan-

undangan

12 | Pelaksanaan Arsip | Tinglat 5§78 | 80,0 | 70,01 Diepusip Seluruh

Degtal Digitalisasi Arsip F) Perangkal
= Indeks Daerah
Pengawasan
Kaarsipan

13 | Paltaksanaan Data | Tingkal 211|221 ) 25 Dhskominte | Pecangkat

Siatistik Sektoral | Kematangan Disarah
Penyelenggaraan lerkait
Data Statistik
Seitoral p—

14 | Penguatan Indeks Teta BB,1 (69.01|7001] &7 75 BPFB.IAP Sty
Pengadaan Kelola Pengadaan Perangkat
Barang dan Jasa Daerah
Pamerintah

15 | Penguatan Cpani BFK WTP | WTP | WTP | WTP BREAD Saiaruh
Pengeiolaan Perangkat
Heasngan dan Daarah
Azat Tindak Lanjut BO% (92% (B3% irspektorat | Seluruh

Rakomrndsi Perangkat
BPK Deerah

16 | Penataan Jabatsn | Tingkal 100% | 100% | 100%:| Baik | Baik | BRPISDM Seluruh

Fungsional peEnarapan Perangkat
kebdgakan Dasrah
Transformasi
Jabatan
Fungsianal

17 | Penguatan Tingat 358 | WA [ NiA | Baik | Baik | BKPSDM Saluruh
Manajemen imgdemantasi Crang Perangkat
Takenta ASN Manapmen Daerah

Talerta L - el iy

18 | Pangelolaan Tengkat Ba% | B5% | BE8% | B7% | 100%| BEPSDM Saluruh
Kinena Pegawai  |implementesi Peranghat
ASN kestgaikan Damrah

alolaan
mpﬁ.srt

‘19 | Penpuetan Sisiem | indeks Sistem B378 | B4,70|B4 85 BEPSDM Seluruh
Meri M Parangkat

Casrah

20 | Palakssnaan Core |indeks Berakhlek | 6108 | 630 | 851 Bag. Seluruh

Values ASN % b % Dwganigasl | Perangkal
Daerah

Employesy 65 % | 68% Bag Seluruh
Paranghkat

L iﬂﬂ‘d‘hﬁ Crganisas ng

21| Pelaksanaan Survey Kepuasan | B4 585 | 85 | 85 | 8823 6018 Bag. Saluruh
Pelayanan Publik |Masyarakat Crganisasi | Peranghkat
Prirma (SEM) Cramrah

Indeks Petoyanan | 4,80 | 460 | 480 | 457 | 458 Bag Saluruh
Publik Crpanisasi | Peranghkat




LY. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Temnatik
1.7.1. Penetapan Prioritas Tema Reformasi Birokrasi Tematik

Sepertl halnya dengan kegiatan utama pada RB General, tema pada
RE Tematik juga perlu dibuatkan skala prioritas untuk menetapkan prioritas
tema yang periu segera dikerjakan

24




Tabel 3.6  Penetapan Tema RB Tematik
Nl Kesesu Dampak
Kondisi Tt RPN alan Keparaha terhadap Potensi Percepata
MNo.| Target Indikator Eksisting Priorita | n Kesejahtera yang nKinerja | Nilai
Tahunan {2022) L] Ma=alah an dimiliki Total
RPJMD Mas in_-_._“ ;
A0
2023 2024 (1=sangal tidak sesuai ....... 10=sangat
sesua)
1 |Kemiskinan Fersentase 587 560 5,55 10 2 ] 10 10 41
Penduduk Miskin

2 |[Inflasi Tingkaf Inflasi 5.01% i JBER 10 & 8 B B 41
3 |Dighaiisasi Stunting 7.89 % 105 % 10 % 10 4 7 0 :] 40

Pemerintaha

i
4 [Peningkatan | Perseniase 76 42% 90% 2% 10 1 g g 10 REE

Penggunaan Penggunaan

Produk Dﬂﬂ.ﬂ_ Produk Dalam

#E_ m“u Ul
B [Investasi ﬂﬁ." investas: 3.2 Trilyun .61 .01 10 | 7 B g 38

Trilywn Trilyun
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IV.1.

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI| BIROKRASI

Kebljakan dan Strategls Pelaksanaan Reformasi Birokras| General
Tahun 2022-2024

Penetapan sirategi pada Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman

ini dilakukan secara kolaboratif melibatkan Perangkat Daerah pengampu
dengan memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan antisipatif.

Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan RB, yaitu:

1} Menetapkan Koad Map RB

2)

3)

Menetapkan Road Map RB adalah tahapan yang paling penting dan
menentukan arah pelaksanaan REB sefiap Pemerintah Daerah. Hal-hal
minimal yang periu ditetapkan dalam Road Map RB Pemerintah Daerah
antara lain:

Isu strategis terkait tala kelola pemerintah;

Capaian RB

Tujuan dan sasaran sirategis RB;

Strategi dan program RB baik general maupun tematik; serta
Manajemen/pengelolaan RB.

Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB

g B0 O 0

Menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi
dan program yangteiah ditetapkan dalam Road Map RB instansi. Rencana
aksi minimal berisi:

a. Rincian kegiatan;

b. Indikator output dari rincian kegiatan;

c. Target

d  Waktu pelaksanaan; serta

e. Penanggung jawab.

Mengelola pelaksanaan rencana aksi

Mengelola pelaksanaan rencana aksi yaitu pelaksanaan dan pemantauan
pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung
jawab kegiatan ditentukan, maka Tim atau Unit Pengelola RB Intemnal




4)

3)

(Strategic Transformation Unit (STU)) perlu memastikan pelaksanaannya

melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan

dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat daerah terkait serta
dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola RB Intemal yang menangani
hal tersabut.

Monitoring dan evaluasi RB

Manitoring dan evaluasi RB yang dilakukan untuk:

a. Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan Mengukur
ketercapaian target pada indikator sasaran dan ftujuan RE sera
indikator lain yang terkait RB;

b. Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi;

c. Menilai kualitas pengelolaan RB internal.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB dilakukan secara berkala minimal

setiap 6 (enam) bulan, yang dilakukan secara internal oleh masing-masing

pemerintah daerah.

Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi

masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya

Tahap kelima, yaitu melakukan findak lanjut dari hasil monitoring dan

evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini pemerintah

daerah telah  mendapatkan gambaran  keberhasilan  maupun
ketidakberhasilan RB dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera
disempurnakan serla melakukan tindak lanjut perbaikan.
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Tabel 4. 1

Hasil dan ODutput yang Diharapkan dalam Pelaksanaan RB 2022-

2024
Waktu Pelaksanaan Peranghkat Daerah
Sasaran [immediate Oufcome) Cutput Utama m o :
531 - Terciptanys Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kelaboratil, dan Akuntabel
=1 | Temmplementasikannya 1. Ternmplementasikennya Bag. Saluruh PD
Eabiakan kabijakan Organisasl
Penyederhanaan peryederhanaan birckrasi
Birokras: [penyederhanaan sirukiur
organisasiiransfomasi I
I Indikator organisasi berbass inerja |
Perangkat Dearah yang dan agie
telah 2 Terlaksananya moneonng Bag Seluruh PO
mengimplemantasikan dan evaluas| implemantasi Orgarisasi |
penyederhanaan Kebijakan
barokrasi dengan Baik peryedernanaan befokias
Target ; 100% pada |
tahuin 2024
5.2 | Tenmplemeniasikannya | 1 Tersedianya kebijakan Hag Seluruh PD
kebijakan sigtem kerja gigteim kerja berbasis Organisas
panu dan Neksibilites fungeional dan kineda dan
pekara A5 (transfommas squed BHEE0OM
e ]
indikatar: 2. Tersediamya kabijakan Bag. Saluruin PO
Pamgkat Deerah yang térkait Han dan Jam Kena Chrganisas:
telah dian
mangimplementasikan BRSO
kebijakan sistem keria | 3 Tersadianya sislem Bag Selurih PD
Baru dengan modisl infefmasi yang Crgarisas
Neksibel dergan Baik mandukiing Kebijakan dan
ssstem kerja baru dengan BEPSDM
Farget - 100% pada mindel fisksibel bagi
tahun 2024 pegaws ASN
4, Tersedianya kebijakan Bag, Seluruh PD
model jabatan fungsional Organisas |I
baru (job famiy hased an dan
compatence domain) BHPSOMM
5, Tersedianya kebijakan Bag, Seluruh PD
terkail sistem keda bary Oirganisasi
dengan model fleksibal dan
bagi pegawai ASN BEPSDM
6. Terlaksananya monitoning Bag. Seluruh PD
dan evaluasl implementas) Organisasi
kabijakan sistem kerja dan
pasca penyederhanaan BEPSDM
perokras dan sislem kers
barnu dengen model
fleksibel bag pegawal
AN :
Termplementasikannya | 1. Tersedianya kebijghan Dimkominfo. | Seluruh PD
Hebijakan Arsiteriur Arsitektur SPBE
SPBE Pemarintah Pamearintah Dasrah
Cizarah
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PRANEn VIR Gunom batce bz e il ciLap
Indikatar - 2. Tedaksananys inisistif Dizkorminfs | Sabeus PO
Tingkat impelemanias) Strategl Arsitektur SFBE
inesiatd strateqi arstekiur Pemenniah Daerah yang
SPBEE sangal batk ditargatkan dalam
kabgakan Arsitektur SPBE

Target : 100% pada Permerniah Daerah

tahun 2024 3, Teraksananya mondoring Diskominfo | Seduruh PD
dan evalupss implementasi
Pamenmah Dasrah

B4 | Tenmplementasicannysa 1. Tersadianya kebgakan Bappedn Ealund PD
Stem Perencanasn. inkegraa) siztam Libang
Penganggaran dan perencansan,

Informasl Kineda yang penganggaran, kinada dan
Terintegrasi, Berbasis pafaporan (colabortive
Taknologl Informasi yang workirng) berbasis
Mendorong Peningkalan teknologl informasl
Akuntabilitas Kineda 2, Tersedianya kebjakan Bappeda Seluruh PO
Pemarndah penguatan akuntzbitas Litbang
kinerja pemeriniah
Inchiator | (SAKIF)
- Instansi Pemariniah 3, Terlaksananya moribonng Bappeda Seluruh PO
dengan Indeks dan evaluasi implemertasi Litbang
FParencanaan kebijakan sistem
Pembangunan Baik perencanaan,
- Instanst Pemenntah penganggaran dan
dengan Milai SAKIP informasi kinerja yang
minimal Baik ierintegrasi, berbasis
teknologi infosmiasl, yang
Target : 100% pada mendorong penngkatan
tahun 2024 akuntabiias kinera
pemarintah

8.5 | Terbangunmys 1. Tersediamya Kebijakan DPMFTSF | Seluruh PD
Pelayanan Publik Digital Pelayanan Publi Digital perijinan
[ Digitai savvices) 2 Tersedanya MPP dsgdal DPMPTSP | Seluruh PD |

parijinan
Indikator | "3 Terlaksananya mondoring DPMBTSP | Saeluruk PD
knstansi Pemanntah yang dan evaluasi implemontasi paarijinan
talah kabijakan palayanan
mengimplementasikan publik digital dan MPP
translommas MPP digdal digital
Target | 100% pada
tahun 2024

S8 | Meningkainya Kualitas 1 Terakeananys ———— Fﬂhruh PO

Pangawasan permbangUuE FOnN

irtegrites kawsaan dan

Indikatar - sektor sirategs

- Tingkat perolehan unt | 2 Tadsksananya penguatan ekt uruh PO
kerja yang mendapat SPIP E
pradikst 71 pada 3. Terlaksananya kolaborasi fmspekearal luruh PD
Pamerintah Dasrah peningkatan kuaiitas
dangan Baik tindzk lanjut pengaduan

- Tl'lj!ﬂ maturitas SPIP m.ua]lm berbasss Tl
pada instansi

[ permefirtah Baik
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Sasaran (immediate Outcome) Output Utama I ﬁ?'_?ﬁ“!*&“t;h .“:..f"""'ﬂ;i I ﬁﬂ;
- Thnciai lanjut 4, Tertaksananya moniionng Pirkamlni'o. Eeh-rwh FD
pengaduan dan evaluas kebijakan nspakiorat
masyarakat (LAPOR) SPIP, kebijakan
pada Pemerintah pembangunan zona
Dasrah dengan Baik integrilas kewasan dan
sekior sirategis, sena
Targed : 100% pada pengaduan (LAPOR)
tahun 2024 §. Teraksananya Survei ek it Seluruh PD
Penifiaian Integritas o
| 57 | Neningkatrya Koalias 1. Terfaksananya tata kelola flagion Hukum  Saluruh PD
Kabijakan dan Regulas kebijakan yang baik
{svidance based policy)
Tanget 2 Teraksananya maniomng flaginn Huknm  Seijuruh FD
- Kualtas Kabijakan dian evaluas! pelaksanaan
Publix Baik tata kelola kebiakan
= Indeks Reformas I
Huikum Baik I
S8 | Meningkainya Kualtas | 1. Tersedianya Kebiakan i Seluruh PO
Pengelotsan Arsip Digital Arsip Digitad @"“““
dan Data Statistk 7 Terlaksananya monitoring ; Beluruh PD
Sextoral dan evalupsi Kebijakan st
eacitomtoor - F'i_";:u?idlinﬂ Kebijakan s Beburuh PO
- Peranghkal Daarah Panyelenggaraan Data perpustaksin des
yang F‘qr‘lﬂdﬂﬂﬂn Statisiik Sektoral :""F
';’::" Digital dengan [ enaksananya monfionng Diskominfo,  [Seluruh PD
dan evaluas
- Perangkat Daerah
penyelenggaraan data
Jag been statesbic sekioral
menyelenggarekan
data siatistis sekioral
dengan bak
Target
= Perangkat Daerah
yang Pengaiolaan
Arsip Digital Sangat
Baik (100% pada
tahin 2024)
- Parangkat Dasrah
yang teluh
menyelenggarakan
date statistik sektorad
dengan baik {100%
dari 12 PD terkait pada
tmhun 2024) |




Waktu Pelaksanaan Perangkat Daerah
-illﬂ‘ln (immediate Outcome) Qutput Utama 5T 50 “Koordinator | Pelaksans
5.9 | Meningkatnya Kualitas 1. Tedaksananya pengadaan Aszzin [Salunuh PO
Pengadaan Barang dan barang dan jasa Prpeiam
Jass Pemernintah. pemerintah yang balk
Pengelplaan Keuangan
dan Aset Kanior
Indikator -
- Parangkat Daerah
yang tata kelola
pengadaannya badk
Perangkat Daerah
yang pangelolaan
7. Teftaksananya PERAL luruh PE
pangelolaan kauangan
dan aset yang baik
3 Teraksananya monitaring BFRAD luruh PO
dan evaluas! petakeanaan
pangadaan barang dan
[Asa e pengelaiaan
___keuangan dan asat -
SASARAN STRATEGIS 2 - Budaya Birokras: BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional
51 | Terwujudnya Percepatan | 1. Tersedanya kebijakan T Beluruh PD
Transformasi Jabatan penataan jabatan Mg
Fungsional fungsional ASN
2. Terlaksananya monitonng [aginn Saluruh PD
Incikator dan evaluasi implemsantass Exgtnial
Perangkat Desrah yang penataan ahatan
bedzh fungsional ASM
mengmplementasikan
Kebijakan Transformasi
Jatatan Fungssonal
dengan Baik
Target | 100% pada
Latwin 2024
£2 | Tersslenggaranya 1 Teriaksananya monitoring | T3 [Seluruh PO
Manajemsn Talenia ASN dan evaluasi implementasi
yang Efakiif dan Efisien mana@man talenta ASN
Indikator -
Perangkat Daerah yang
telah
mangimplemantzsikan
Manajaman Talarta ASN
chngan Baik
Target - 100% pads
fahun 2024
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; Waktu Pelaksanaan kat Daerah
Sasaran {immediate Oufcoms) Dutput Utama T TR T RN e T e
53 | Terwujsinyn Percepatan | 1 Tersedianys kebgaksn BRPSOM P}

Pemingkatan Kapasilas Sistem Pembsisaran
Pegawal ASN Teriniegras
Indikator
Perangkat Dasrah yang
telah
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Transfarmasi Digital Digital Ekosistam
Manajemian ASN Manajemen ASN
2 Terlaksananya maonitonng | Y {Ealuruh PD
IrnciEbor | dan evaluasi implamenias
Tingkal implementas! Piatform Digital Ekpsistemn
Platform digitad Manajemen ASN
ekogistam pada
Pemerintah Dasrah
Target | 100% pada
¥ Lehun 2024
SB | Tewuudnya Srstem 1 Tersedianya kebijakan [RPSEM Beluruh PO
Eesejshteraan ASN yang W ASM
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Waktu Pelaksanaan Perangkat Daarah
Sasaran (immediate Outcome) Output Litama L Wﬂlﬁt s
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dengan Indeks 3. Terlaksananya Survey Fesgian Organisas [Seluruh PO
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(integrasi IPP dengan (Knowledge Managarmen!)
Tinghkat Kepatuhan Pelayanan Publik |
tarhadap Standar | 4. Teriaksananya mondoring | Wiagian Orpanisasi{Setiarun PO
Petayanan Publik oish dan evaluasi terhadap
Crmbudsman BRI} budaya Pelayanan Prima
pada seluruh Perangkat [
Terget : Sangat Baik Dasrah
pada tahun 2024
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V.2, Kebijakan dan Strategis Palaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023-2024
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IV.3. Pengelola RB

Agar pelaksanaan RB dapat berjalan dengan baik, maka perlu
dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu periu dibentuk tim yang
berperan untuk melakukan pengelolaan RB agar seluruh rencana aksi dapat
dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan,

Pelaksana RB di level mikro merupakan pelaksanaan RB oleh
pamerintah daerah masing-masing. Pada implementasinya seliap pelaksanaan
RBE pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk
memastikan bahwa program-program meso dan mikro RB telah dilaksanakan
secara sistematik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di
Pemerintah Daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut,
Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal
(Strategic Transformation Unit (STU)). Struktur STU bersifat fungsional dan
tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan
yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di
masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan
mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB
berdampak pada pencapalan sasaran strategis program pembangunan,

Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di
internal dilaksanakan oleh Inspektorat di Pemenntah Daerah.

Tim atau unit pengelola REBE tersebut akan berperan sebagai
penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di pemerintah daarah
beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola RB
instansi ini adalah:

1) Merumuskan Road Map pelaksanaan RB di lingkungan instansi dan unit
keria,

2) Meiaksanakan Road Map RB dan program-program prioritas di sefiap
pemerintah daerah serta unit kerja;

3) Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan
baik;

4) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RE di
instansi dan unit kerjanya, dan
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5) Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang
dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders,

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB Intermal pemerintah daerah
berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit
kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari sefiap pimpinan unit kerja
sehingga program RB Internal dilaksanakan secara bersama-sama dan

kolaboratif

Tabel 4.2  Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
No. Keterangan Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
1 | Bupati Kabupaten Tabalong Pengarah |
£ | Wakil Bupati Kabupaten Pangarah ||
Tabalong
3 | Sekretaris Dasrah Kabupaten Ketua
Tabalong
4 | Asisten Pemerintahan dan Wakil Ketua |
. Kesejanteraan Rakyat
" 5 | Asisten Perekonomian dan ‘Wakil Ketua II
Pembangunan
6 | Asisten Administrasi Umum Wakil Ketua Il
T | Kepala Bagian Organisasi Sekrefans
8 | Inspektur Kabupaten Tabalong “Koordinator Monitoring dan Evaluasi
Internal

' Reformasi Birokrasi General
8 | Inspektur Kabupaten Tabalong

- Koordinator Pembangunan Zona

Integritas
- Koordinator Penguatan
Implementasi SPIP
- Koordinator Penguatan Upaya
Pencegahan Korupsi
Kepala perangkat daerah Anggota
Kabupaten Tabalong .
10  Kepala Badan Perencanaan, Koordinator Pelaksanaan SAKIP
| Pembangunan Daerah dan
| Penelitan Pengembangan
Kepala perangkat daerah Anggota
. Kabupaten Tabalong ,
11 | Kepala Badan Pengelolaan Koordinator Penguatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Keuangan dan Aset
Kepala perangkat daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
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" Kedudukan Dalam Tim

12 | Kepala Badan Kepegawaian dan

- Koordinator Penataan Jabatan

Pengembangan Sumber Daya Fungsional
Manusia - Koordinator Penguatan
Manajemen Talenta ASN
- Koordinator Pengelolaan Kinerja
Pegawai ASN
- Koordinator Penguatan Sistem
Merit
- Koordinator Pelaksanaan Core
Values ASN
Kepala perangkat daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
13 | Kepala Dinas Komunikasl dan - Koordinator Pelaksanaan
Informatika Arsitektur SPBE
- Koordinator Pelaksanaan Data
Statistik Sektoral
- Koordinator Penguatan
Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat
| Kepala perangkat daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
14 | Kepala Dinas Penanaman Modal | - Koordinator Pelaksanaan 1
dan Pelayanan Terpadu Satu Pelayanan Publik Digital
Pintu - Koordinator Pelaksanaan
_ Pelayanan Publik Prima
| Kepala perangkat daerah Anggota
_ Kabupaten Tabalong
| 15  HKepala Dinas Perpustakaan dan | Koordinator Pelaksanaan Arsip
| Kearsipan Digital
 Kepala perangkat daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
16 | Kepala Bagian Hukum dan - Koordinator Pelaksanaan Tata
Kerjasama Kelola Kebijakan Publik
| | - Koordinator Pelaksanaan
| Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
Kepala perangkat daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
17 | Kepala Bagian Pengadaan Koordinator Penguatan Barang dan
Barang/Jasa dan Administrasi Jasa Pemerintah
Pembangunan
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Kepala perangkat daerah Anggota
Kabupaten Tabalong

18 | Kepala Bagian Organisasi - Koordinator Penyederhanaan
Struktur Organisasi
- Koordinator Penyusunan Sistem
Kerja
Kepala perangkat daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
Reformasi Birokrasi Tematik
19 | Kepala Badan Perencanaan, Koordinator Pelaksanaan Tematik
| Pembangunan Daerah dan Pengentasan Kemiskinan

Fenelitan Pengembangan

20 | Kepala Badan Perencanaan, Koordinator Pelaksanaan Tematik
Pembangunan Daerah dan Digitalisasi Administrasi
Penelitan Pengembangan | Pemerintahan (Stunting)

21  Kepala Bagian Perekonomian Koordinator Pelaksanaan Tematik

| dan Sumber Daya Alam Pengendalian Infiasi

22  Kepala Bagian Pengadaan Koordinator Pelaksanaan Tematik

Barang/Jasa dan Administrasi Penggunaan Produk Dalam Negeri
| Pembangunan

23 Kepala Dinas Penanaman Modal | Koordinator Pelaksanaan Temafik |

| dan Pelayanan Terpadu Satu Peningkatan Investasi
| Pintu '

V.4, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

IV.4.1. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi berfokus pada capaian hasil pelaksanaan RB
baik oulput (keluaran) maupun oufcome (hasil). Monitoring dan evaluasi
dilakukan oleh Inspekiorat.

IV.4.2. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitering dilakukan secara enam bulan dan evaluasi dilakukan secara
tahunan melalui pelaporan hasil evaluasi oleh Inspekioral.
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BAB V
PENUTUP

RE dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih,
efekiif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan
nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sshingga dapat
memberikan pelayanan terbailk bagi masyarakalt secara cepat, tepat,
profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa RB termasuk ke
dalam agenda prioritas nasional, maka melalui RB yang dilakukan, hal tersebut
dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan
strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian
sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat
yang semakin tinggl juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan
lincah. Adanya Road Map RB pun bertujuan untuk menjawab hal terssbut
dengan lerfokus pada empat aspek, yaitu, tujuan dan sasaran, keglatan utama
yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan indikator RB,
Adapun aspek RB tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang
merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga
kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seiuruh
perangkat daerah di Kabupaten Tabalong .

BUPATI TABALONG,
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